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Abstrak: Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik dan 

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro di 

Kabupaten Badung. Metode yang digunakan mencakup pendekatan yuridis empiris yang mengombinasikan 

analisis hukum dengan data lapangan, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan 50 responden (30 

pelaku usaha mikro dan 20 perwakilan instansi pemerintah). Analisis ROCCIPI (Rules, Opportunities, Capacities, 

Communication, Interests, Processes, Ideals) diterapkan untuk mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi 

penerapan regulasi, sementara Regulatory Impact Assessment (RIA) digunakan untuk mengukur dampak 

kebijakan yang diusulkan. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa 60% pelaku usaha mengalami peningkatan 

pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, dan 50% mulai mempertimbangkan adopsi teknologi digital 

untuk pemasaran. Ranperda yang disusun diproyeksikan memberikan dampak langsung berupa kemudahan 

akses permodalan dan perizinan bagi usaha mikro serta peningkatan daya saing di pasar lokal. Potensi jangka 

panjang dari Ranperda ini meliputi peningkatan kontribusi usaha mikro terhadap ekonomi lokal dan penguatan 

stabilitas usaha mikro di Kabupaten Badung, khususnya dalam sektor pariwisata. 
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Assistance in the Preparation of Academic Papers and Draft Local 
Regulations of Badung Regency on The Protection and 
Empowerment of Micro Businesses in Badung Regency 

Abstract: This mentoring activity aims to support the preparation of Academic Manuscripts and Draft Regional 
Regulations (Ranperda) related to the protection and empowerment of micro businesses in Badung Regency. 
The methods used include an empirical juridical approach that combines legal analysis with field data, obtained 
through direct interviews with 50 respondents (30 micro business actors and 20 representatives of government 
agencies). The ROCCIPI (Rules, Opportunities, Capacities, Communication, Interests, Processes, Ideals) 
analysis is applied to evaluate various factors affecting the implementation of regulations, while the Regulatory 
Impact Assessment (RIA) is used to measure the impact of the proposed policy. The results of the mentoring 
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PENDAHULUAN 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui Usaha Mikro, telah 

lama menjadi fokus pembangunan ekonomi di Indonesia (Normansyah, 2022). 

Kabupaten Badung, sebagai salah satu wilayah dengan potensi besar dalam sektor 

pariwisata, menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah Usaha Mikro, 

terutama setelah menghadapi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. 

Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, Usaha Mikro di Kabupaten Badung masih 

menghadapi kendala besar dalam hal akses permodalan, teknologi, serta kebijakan 

pemerintah yang mendukung (Kusumawati, 2022; Diyani et al., 2023). Kondisi ini 

menunjukkan adanya kebutuhan akan regulasi yang kuat dan fokus yang dapat 

memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro agar dapat 

bertahan dan bersaing dalam iklim ekonomi yang semakin kompetitif. 

Dalam kajian literatur terkait, regulasi di tingkat nasional, seperti Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2021, telah memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan 

pemberdayaan Usaha Mikro (Wibowo et al., 2020). Namun, implementasi di tingkat 

daerah sering kali mengalami berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kapasitas 

pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang spesifik dan relevan dengan 

kondisi lokal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah 

daerah dalam penyusunan kebijakan yang lebih terfokus sangat penting untuk 

memberikan dukungan yang tepat sasaran bagi Usaha Mikro (Arianto, 2021). 

Namun, terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik di 

tingkat daerah, yang menunjukkan adanya gap dalam regulasi yang harus diisi 

melalui rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang lebih adaptif terhadap 

kebutuhan Usaha Mikro di Kabupaten Badung. 

 

 
Gambar 1: Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik serta Ranperda 

Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro 
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Gambar 2: Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik 

serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro 

 

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada pendampingan dalam proses 

penyusunan regulasi di tingkat daerah sebagai bentuk intervensi yang dapat 

memberikan dampak langsung pada perbaikan kondisi Usaha Mikro di Kabupaten 

Badung. Selain itu, artikel ini juga berupaya untuk mengintegrasikan proses 

pendampingan hukum dengan penyusunan naskah akademik dan Ranperda yang 

secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di 

Kabupaten Badung. Melalui pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga 

mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, diharapkan regulasi yang dihasilkan 

mampu memberikan dukungan yang relevan dan efektif. Untuk memperkuat urgensi 

Ranperda yang diusulkan, studi kasus dari daerah lain yang berhasil menerapkan 

kebijakan serupa akan dikaji sebagai referensi untuk menunjukkan manfaat konkret 

dari pendekatan ini. 

Masalah utama yang akan dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana 

rancangan Perda yang disusun dapat memberikan perlindungan hukum yang 

signifikan bagi Usaha Mikro, serta bagaimana pendampingan dalam proses 

penyusunan Perda dapat membantu memperkuat posisi Usaha Mikro di tengah 

persaingan yang semakin ketat. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa Ranperda 

yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara langsung 

akan lebih efektif dalam memberikan dukungan bagi pengembangan Usaha Mikro. 

Selain itu, proses penyusunan yang kolaboratif diharapkan dapat membangun 

landasan hukum yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang 

berkelanjutan di Kabupaten Badung.  
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METODE PELAKSANAAN 
Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan penyusunan Naskah 

Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Badung berfokus pada pendekatan 

yuridis empiris (Utami et al., 2018). Pendekatan ini memadukan analisis hukum 

dengan data empiris yang relevan mengenai kondisi dan kebutuhan Usaha Mikro. 

Tujuannya adalah menghasilkan norma hukum yang dapat diterapkan untuk 

memperkuat posisi usaha mikro di wilayah tersebut. Penelitian yuridis empiris dipilih 

karena jenis penelitian ini memungkinkan adanya pengumpulan data langsung dari 

lapangan. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang 

dihadapi oleh usaha mikro di Kabupaten Badung serta kebutuhan hukum yang 

diperlukan agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang 

optimal. Sumber utama data empiris ini meliputi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Badung, Klinik UMKM, serta beberapa perwakilan usaha 

mikro yang beroperasi di wilayah tersebut. 

Tahap pertama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah persiapan, di mana 

dilakukan pemetaan permasalahan usaha mikro di Kabupaten Badung. Pada tahap 

ini, tim pengabdi menyusun program kerja yang mencakup penyampaian Kerangka 

Acuan Kerja serta kontrak kerja yang meliputi aspek tenaga ahli, rencana belanja, 

dan hasil kegiatan yang diharapkan. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap 

permasalahan hukum yang dihadapi usaha mikro, seperti kesulitan akses perizinan, 

permodalan, dan pembinaan dari pemerintah daerah. Identifikasi ini dilakukan 

dengan cara mengkaji data dari dinas terkait dan laporan-laporan UMKM yang 

menunjukkan berbagai hambatan yang dihadapi usaha mikro di lapangan. 

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan, di mana tim pengabdi merumuskan 

substansi kebijakan yang akan dituangkan dalam Ranperda berdasarkan data yang 

diperoleh dari dinas terkait dan pelaku usaha mikro setempat. Pada tahap ini, 

analisis ROCCIPI dan RIA diterapkan untuk memastikan bahwa substansi Ranperda 

sesuai dengan kebutuhan hukum dan sosial ekonomi masyarakat usaha mikro. 

Metode ROCCIPI (Rules, Opportunities, Capacities, Communication, Interests, 

Processes, Ideals) digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang 

mempengaruhi implementasi peraturan. Sebagai contoh, dalam konteks Ranperda 

ini, analisis “Opportunities” menilai peluang usaha mikro dalam mengakses program 

pemerintah, “Capacities” melihat kemampuan usaha mikro dalam memanfaatkan 

regulasi, dan “Interests” mengevaluasi kepentingan-kepentingan utama pelaku 

usaha mikro dan pemerintah daerah. Sementara itu, RIA (Regulatory Impact 

Assessment) digunakan untuk menilai dampak kebijakan yang diusulkan terhadap 

usaha mikro. RIA akan melihat efektivitas Ranperda dari segi dampak ekonomi, 

sosial, dan administrasi bagi usaha mikro di Kabupaten Badung. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara 

langsung dengan pelaku usaha mikro serta instansi pemerintah terkait. Wawancara 

ini melibatkan sekitar 50 responden, terdiri dari 30 pelaku usaha mikro dan 20 

perwakilan dari instansi pemerintah terkait. Responden dipilih berdasarkan kriteria 

tertentu, seperti usia usaha, sektor bisnis, dan partisipasi dalam program 

pemerintah. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, 
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di mana pewawancara memiliki panduan umum tetapi fleksibel dalam 

mengeksplorasi topik yang relevan selama wawancara berlangsung. Data sekunder 

berupa kajian pustaka yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan 

terkait serta literatur yang relevan dengan topik penelitian (Safitri & Nasution, 2023). 

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penyusunan Ranperda 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Badung tidak 

hanya berbasis pada analisis hukum tetapi juga didukung oleh data empiris yang 

menggambarkan kebutuhan nyata pelaku usaha mikro.  

HASIL DAN DISKUSI 
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Badung telah 

memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi usaha mikro di wilayah ini. 
Usaha mikro, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menghadapi berbagai 
tantangan yang menghambat perkembangan dan daya saing mereka. Salah satu 
temuan utama yang diidentifikasi dalam kegiatan ini adalah keterbatasan signifikan 
dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi 
produksi dan memperluas pemasaran, seperti media sosial dan e-commerce, belum 
sepenuhnya diadopsi oleh pelaku usaha mikro (Arifin & Kohar, 2022). Meskipun 
Kabupaten Badung berada di jantung pariwisata Bali, yang notabene merupakan 
destinasi internasional, usaha mikro setempat masih berjuang untuk menjangkau 
pasar yang lebih luas dan bersaing secara efektif, baik di tingkat nasional maupun 
internasional. 

Keterbatasan akses terhadap teknologi ini tidak terlepas dari faktor sumber 
daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro. Banyak di antara 
mereka belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup mengenai cara 
memanfaatkan teknologi dalam menjalankan bisnis. Pemasaran digital, yang 
seharusnya dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam meningkatkan jangkauan 
dan daya tarik produk, belum digunakan secara maksimal (Rahmat & Rofi, 2022). 
Sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan cara-cara konvensional dalam 
menjalankan usaha mereka, seperti penjualan langsung atau pemasaran dari mulut 
ke mulut. Padahal, dengan adanya teknologi digital seperti media sosial dan platform 
e-commerce, mereka sebenarnya memiliki peluang besar untuk memperluas pasar 
dan meningkatkan penjualan. 

Pemerintah daerah berupaya memberikan solusi melalui pelatihan dan 
program pemberdayaan yang berfokus pada pengenalan teknologi digital bagi 
pelaku usaha mikro. Namun, berdasarkan temuan, respons dan tingkat adopsi 
teknologi dari pelaku usaha masih rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah 
keterbatasan pemahaman tentang pentingnya teknologi bagi keberlangsungan 
bisnis. Selain itu, beberapa pelaku usaha menganggap bahwa investasi dalam 
teknologi, baik perangkat keras maupun lunak, memerlukan biaya yang tinggi dan 
tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh (Sari et al., 2020). Persepsi ini perlu 
diubah melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan, agar pelaku usaha dapat 
memahami manfaat jangka panjang dari penggunaan teknologi dalam bisnis 
mereka. 

Selain permasalahan teknologi, legalitas usaha menjadi temuan krusial 

lainnya dalam kegiatan ini. Banyak usaha mikro di Kabupaten Badung yang masih 

beroperasi tanpa legalitas formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), atau izin dari Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM). Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang 
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pentingnya legalitas usaha menjadi salah satu alasan utama mengapa para pelaku 

usaha enggan mengurus perizinan. Beberapa dari mereka bahkan menganggap 

proses perizinan rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Padahal, legalitas usaha merupakan salah satu kunci untuk mengakses pasar yang 

lebih luas, terutama jika usaha mikro ingin memasuki pasar modern atau bekerja 

sama dengan jaringan ritel besar. Ketiadaan legalitas membuat usaha mikro di 

Kabupaten Badung terjebak dalam lingkaran usaha yang bersifat lokal dengan 

jangkauan konsumen terbatas. Tanpa legalitas, mereka tidak dapat menawarkan 

produk di pasar-pasar formal, seperti toko modern atau pusat perbelanjaan, yang 

biasanya menetapkan standar kualitas dan legalitas produk lebih tinggi. Masalah ini 

semakin kompleks karena para pelaku usaha kurang mendapatkan sosialisasi atau 

pendampingan memadai dari pemerintah daerah terkait prosedur dan manfaat 

legalitas usaha. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi dan 

memperluas akses layanan perizinan agar usaha mikro dapat lebih mudah dan 

cepat dalam mendapatkan legalitas yang diperlukan. 

Hasil pengabdian ini juga di dukung dengan hasil yang dilakukan oleh Yoga 

Andriyan dkk (2023), dimana dalam pengabdiannya menekankan bahwa naskah 

akademik adalah fondasi penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

(Ranperda) untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan memiliki dasar 

ilmiah yang kuat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan relevan secara hukum. 

Naskah akademik tidak hanya mendukung proses legislasi dengan menyediakan 

data dan kajian akademis, tetapi juga memastikan bahwa Ranperda dirancang 

dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam konteks 

otonomi daerah, naskah akademik berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis 

kebutuhan khusus setiap daerah, sehingga Ranperda yang dihasilkan tidak hanya 

sesuai dengan hirarki hukum nasional, tetapi juga responsif terhadap masalah 

spesifik yang dihadapi masyarakat lokal. Lebih Lanjut diungkapkan jika penyusunan 

Ranperda yang tidak diawali dengan naskah akademik dapat menghasilkan 

kebijakan yang kurang efektif dan bahkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih 

hukum serta hambatan dalam implementasinya. Dengan memulai proses 

perumusan peraturan dari naskah akademik, Ranperda diharapkan dapat memenuhi 

asas kejelasan tujuan, kedayagunaan, dan kejelasan rumusan, sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 13 Tahun 2022. 

Oleh karena itu, naskah akademik memiliki peran penting dalam menghasilkan 

peraturan daerah yang ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih berdaya 

guna dalam menjawab kebutuhan masyarakat (Andriyana, 2023). 

Salah satu permasalahan ditemukan dalam kegiatan ini adalah terkait dengan 

pengelolaan keuangan. Banyak pelaku usaha mikro yang belum mampu 

memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga mereka 

kesulitan menghitung laba bersih usaha dan memahami kondisi keuangan bisnis 

mereka secara akurat. Kurangnya pembukuan yang rapi dan terstruktur juga 

membuat mereka sulit mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan 

formal, seperti bank atau lembaga kredit mikro, yang umumnya membutuhkan 

laporan keuangan sebagai syarat utama pinjaman modal. Tanpa laporan keuangan 

yang rapi, usaha mikro sering kali gagal mendapatkan akses modal yang diperlukan 

untuk berkembang. 
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Permasalahan ini sejalan dengan temuan dari beberapa penelitian lain yang 

menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan yang buruk merupakan salah satu 

penyebab utama kegagalan usaha mikro di berbagai daerah. Oleh karena itu, solusi 

yang diusulkan dalam kegiatan ini adalah penyediaan pelatihan yang berfokus pada 

pengelolaan keuangan dan pembukuan bagi pelaku usaha mikro. Pelatihan ini dapat 

membantu pelaku usaha memahami pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan 

usaha, serta menyusun laporan keuangan yang sederhana namun akurat. Selain itu, 

pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk 

memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, misalnya 

melalui program kredit mikro yang tidak memerlukan jaminan besar. 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kegiatan ini merekomendasikan 

beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk 

memperbaiki kondisi usaha mikro di Kabupaten Badung. Pertama, pemerintah perlu 

memperkuat program pendampingan dan pelatihan yang berfokus pada 

penggunaan teknologi digital, terutama untuk pemasaran. Pelaku usaha mikro perlu 

didorong memanfaatkan media sosial dan e-commerce sebagai sarana utama 

memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan 

fasilitas akses teknologi yang lebih mudah dan terjangkau, misalnya dengan 

memberikan bantuan perangkat keras atau pelatihan intensif tentang penggunaan 

perangkat lunak untuk manajemen bisnis dan pemasaran. 

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan akses pelaku usaha mikro terhadap 

legalitas usaha. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan 

menyederhanakan proses perizinan dan memperbanyak program sosialisasi 

mengenai pentingnya legalitas usaha. Pemerintah juga dapat menyediakan layanan 

"satu atap" yang memudahkan pelaku usaha mikro untuk mengurus seluruh 

perizinan dalam satu tempat. Dengan memiliki legalitas lengkap, usaha mikro di 

Kabupaten Badung akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar yang 

lebih luas dan formal, termasuk jaringan distribusi ritel modern yang selama ini sulit 

diakses oleh usaha tanpa legalitas. 

Ketiga, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap akses 

modal bagi usaha mikro. Program kredit mikro yang mudah diakses, tanpa 

persyaratan jaminan memberatkan, dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha yang 

kesulitan mendapatkan modal. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kolaborasi 

antara usaha mikro dengan pelaku usaha yang lebih besar, misalnya melalui 

kemitraan atau rantai pasok. Kemitraan semacam ini dapat membantu usaha mikro 

mengatasi keterbatasan modal, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas 

jaringan distribusi. 

KESIMPULAN  
Kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu 

memberikan pendampingan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan 

Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro 

di Kabupaten Badung. Temuan utama dari kegiatan ini menegaskan bahwa 

penyusunan regulasi yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal sangat 

diperlukan untuk memperkuat posisi usaha mikro di tengah tantangan yang ada, 

baik terkait akses teknologi, legalitas usaha, maupun dukungan 

permodalan.Regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan perlindungan 
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hukum yang lebih kuat dan memberdayakan pelaku usaha mikro, sehingga mereka 

dapat lebih kompetitif di pasar yang lebih luas. Pendampingan yang diberikan 

selama proses penyusunan juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam 

merumuskan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan nyata para 

pelaku usaha di wilayah tersebut.Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil 

membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha 

mikro melalui perumusan regulasi yang tepat dapat menjadi kunci dalam 

meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal. Ranperda yang 

dihasilkan dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan dan 

pemberdayaan usaha mikro yang berkelanjutan di Kabupaten Badung. 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian dan temuan yang diperoleh, 

beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya serta 

pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Rekomendasi ini dirancang untuk 

menjawab tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, sekaligus membuka peluang 

penelitian baru yang lebih mendalam dalam konteks perlindungan dan 

pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Badung. 

Pertama, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas 

implementasi regulasi yang telah disusun. Setelah Rancangan Peraturan Daerah 

(Ranperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro disahkan, 

penelitian dapat diarahkan pada pengawasan dan evaluasi implementasinya di 

lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dampak nyata dari 

regulasi tersebut terhadap pelaku usaha mikro, terutama dalam hal peningkatan 

akses terhadap teknologi, legalitas usaha, dan dukungan permodalan. Selain itu, 

perlu diteliti apakah regulasi tersebut benar-benar mampu meningkatkan daya saing 

usaha mikro di pasar lokal dan global. Pengamatan jangka panjang terhadap 

dampak regulasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

kekuatan dan kelemahan kebijakan yang diterapkan, serta memungkinkan adanya 

penyesuaian kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. 

Kedua, penggunaan teknologi oleh pelaku usaha mikro merupakan area 

penting yang perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan temuan awal, banyak pelaku 

usaha mikro di Kabupaten Badung yang masih minim dalam mengadopsi teknologi 

digital, baik untuk pemasaran maupun manajemen usaha. Penelitian masa depan 

dapat berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan adopsi teknologi di kalangan 

pelaku usaha mikro, termasuk melalui program pelatihan dan pendampingan yang 

lebih intensif. Penelitian ini juga bisa mengeksplorasi model intervensi berbasis 

teknologi, seperti penggunaan platform digital untuk memfasilitasi pemasaran produk 

atau pengelolaan usaha yang lebih efisien. Pendekatan ini dapat diuji melalui pilot 

project di beberapa wilayah, sehingga dapat dianalisis efektivitasnya sebelum 

diterapkan secara lebih luas.. 
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